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PUT USAN
NOMOR 179/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;----------------

1. PT. MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan hukum di Pusat Niaga
Roxy Mas Blok C Il No. 21 JI. KH. Hasyim Ashari 125 Kel.
Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili
JOHAN TEDJA SURYA, selaku Direktur Utama berdasarkan
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Januari
2010 dibuat dihadapan Eddy Soebianto, S.H. Notaris di
Sidoarjo dan Akta Berita Acara, Nomor 25 tanggal 11
September 2015 dibuat dihadapan H. Edwin Subarkah, S.H.

Notaris di SidoarjQ;-------======mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm o e e e

Sebagai.......oooiiii PENGGUGAT1],;
2. PT.GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan hukumdi Jalan Sekawan Raya
Nomor 1 Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh ARI
HUTOMO, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT. Griya Prima Amanda Nomor 41 tanggal 22 Juli
2008, dibuatdihadapan Yuliani Praptiningsih, SH., Notaris di
Sidoarjo, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Griya Prima
Amanda Nomor 03 tanggal 07 Nopember 2018, dibuat

dihadapan H. Edwin Subarkah, S.H., Notaris di Sidoarjo;
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Sebagai....c.oviiiiii PENGGUGAT 2;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: -

1. H. Nurkholik, S.H., M.H j--=-mmmmm e oo e e e
2. Helmy Wicaksono Putro, S.H. M.H.;---------mm-mmrm e e
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para
Advokat pada Kantor “NK LAW OFFICE”, beralamat kantor
di Gunawangsa MERR Blok OA Nomor 207 (Komplek
Perkantoran), Jalan Kedung Baruk Nomor 96 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;
Selanjutnya PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 disebut
sebagai................. PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;
MELAWAN:
BUPATISIDOARJO, tempat kedudukan di JI. Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Hery Suhartono, S.H., M.H.;-=-====mmmmmeeeem-
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
SidOarjO;---mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeee e e

2. Nama . Aries Saputro,S.H.;
Jabatan : Kasub.Bag.Bantuan Hukum padaBagian

Hukum Setda Kab. Sidoarjo;-------------------

3. Nama : Machwal Anam, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.
Sidoarj;--==========mmmmmmmmmm e oo
4. Nama :  Wahyu Eko Prasetyo, S.H.;------------eeeee-——-
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.
SidOarjo;---========mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmee e e o
5. Nama . Mohammad Idham Adiwijaya, S.H.;--------
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Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.

Sid0arjo;----mmmmmmmmmmmmmmmmmemeem e e e e

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
sebagai Aparatur Sipil Negara, berkantor di Jalan Gubernur
Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/9846/438.1.1.3/2018, tanggal 4 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;

Dan

PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA, berkedudukan di Sidoarjo, beralamat di

Jalan Lingkar Timur KM 5,5, Rangkahkidul, Sidoarjo, dalam

hal ini diwakili oleh:

RONALD SINATRA, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan

Semolowaru Indah Blok E/14-B, Surabaya, pekerjaan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi
Kencana Sejahtera Nomor 22 tanggal 15 Pebruari 2015
yang dibuat oleh dan dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso,
S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya jo. Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-07432 HT.01.01.TH. 2005 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas jo. Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor: 64 tanggal
14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Sriwati,

S.H., M.Hum. Notaris di Surabaya, dimana Akta Perubahan
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tersebut telah diterima dan dicatat di Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0106704.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018; --
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Hariyanto, S.H. M\HUM.; ---mmmmmmmmmmm e e e
2. Sururi, S.H., MH ;- oo oo e e

3. Efo Setiawan, S.H.j------mm-mmmmmm e e

4. Ryan Martini Hartono, S.H.;--—=-----==-=-m e mmmrm oo

5. Purwanto, S.H.;--mmmemmmmmm e e e e e e e e e
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat
yang beralamat di Kantor dvokat, Konsultan Hukum, Kurator
& Pengurus “HARIYANTO & PARTNERS?”, Jalan Tidar 28.11,
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7
Desember 2018;Selanjutnya disebut sebagai --------------------

-------------------- TERBANDING /TERGUGAT Il INTERVENSI;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa perkara Nomor : 179/B/2019/PT.TUN.SBY. membaca dan
memperhatikan ;-----------=---om o e e e

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
179/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
banding Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera
Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;----------====mmmmmmm oo o oo e oo o

2. Berkas Perkara Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY. (Bundel A) beserta

seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----------------=- === =-=- -~ --
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3. Berkas Perkara Nomor 179/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----------=--====- === ssmm s cmmeem oo

4. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
185/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2019 vyang disahkan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Juli 2019
sebagaimanatermuat dalam Bundel B;------------=---=m-n somcmmomm oo e

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal

29 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;--------------=-==-=== === == eemeom e oo oo

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019 dalam sengketa
kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --------------=---s oo —---

MENGADILI
1. Menolak Gugatan Para Penggugat;-------------==--m=mm e ommmmm oo oo
2.  Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 3.267.000,- (Tiga juta duaratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat |l Intervensi;---------------==== s ===~

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Penggugat mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan
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Banding tertanggal 16 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat Il
Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 17 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya ; ----------====msmmm e oo oo o e oo oo oo oo oo e

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan
memori banding tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah
diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat Il
Intervensi pada tanggal 25 Juli 2019 dan Tambahan Memori tertanggal 31 Juli
2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /
Tergugat dan Terbanding/ Tergugat Il Intervensi padatanggal 1 Agustus 2019
sedangkan inti memori banding Pembanding / Para Penggugat tersebut adalah
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut; ---------mmmemm e e e e e e
Mengadili

e Menerima permohonan banding Para Pembanding ; --------------------
e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 ; --------------------
Dan dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk
SEIUTUNNYA | === oo o e e e e e e -

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;------------
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Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat I

Intervensitidak mengajukan kontra memori banding ;--------------======- ==m e cee e

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai
dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor

185/G/2018/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 17 Juni 2019 ; -------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi; --------------=-= === -=mome e cmm -

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Pembanding / Para
Penggugattelah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka
permohonan banding tersebutdiajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari sebagaimana menurutketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------=----—----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada
bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019, Berita

Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, serta
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surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 telah
dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai
DErIKUL  —mmmmmm e e e e e e
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati
secara seksama memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut
ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan
hukum sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019
tersebut, tetapi sifathya berupa pengulangan yang disampaikan oleh
Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan
demikian memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak

AIKESAMPINGKAN ; =mmmmmmmr e e e e e e e e

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya
sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih
menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 haruslah dikuatkan ; -------------------

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkatbanding, maka Pembanding
| Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan,
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yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimanatercantum dalam
amar putusan dibawah ini; —-----m=mmmme e o e e e e

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan

SENGKETA 1N == e e oo e e e e

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para
Penggugat; -=--=-==m=mmmmmmmm oo e e e e e e e e

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019,
yang dimohonkan banding tersebut; -------------=- === - csmomm e e -

- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh

FDU FUPIAN ) ; ==renemmmemememem emmemcm e e e e e e e e

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal
29 Agustus 2019, oleh kami H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,M.H selaku
Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH., dan H. EDDY NURJONO, SH.,
M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis,

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
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ABDUL MANAN, SH., MH.,

sebagai Panitera

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti  tanpa

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; --------------- === === === semcec e

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. H.ISHAK LANAP, SH.,

ttd

2. H.EDDY NURJONO, SH., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Putusan.................

2. Redaksi Putusan.................

Ketua Majelis,

ttd

H. ACHMAD HARIARWOKO, SH.,MH.

Penitera Pengganti,

ttd

ABDUL MANAN, SH., M.H.

........ Rp. 6.000,-

........ Rp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 234.000,-

Jumlah

Rp.  250.000,-

( Duaratus lima puluh ribu rupiah)
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